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Abstract: Divorce is a complex and important social phenomenon that often occurs in society, both among Muslim and non-Muslim communities. Factors leading to divorce include social, economic, and cultural transformations. Year by year, divorce rates increase significantly. Although there are still significant differences between countries worldwide, especially in nations with predominantly Islamic populations. There are several cases that result in divorce. Some of these cases can be ruled upon by the court, while others cannot be adjudicated. "The Egyptian laws of 1920 and 1929 have established conditions for religious courts to pronounce divorce. These conditions are based on the juristic reasoning (ijtihad) of Islamic scholars as there is no explicit explanation in the Quran and Sunnah. The laws are formulated on the principle of facilitating the affairs of mankind, avoiding all forms of hardship, and aligning with the spirit of Islamic law which embodies teachings of tolerance.
Law No. 25 of 1920 stipulates that divorce may be granted if the husband is unable to provide maintenance and there is a defect in the husband. Law No. 25 of 1929 specifies that divorce may be granted if the husband's presence poses a danger to the wife's life, he abandons the wife without justified reason, or if the husband is serving a prison sentence. Below, I will explain each of these reasons along with the relevant provisions, except for divorce due to defects.
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Abstrak: Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan penting yang sering terjadi di masyarakat, baik masyarakat muslim maupun non-muslim. Faktor yang menyebabkan perceraian berupa transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Perceraian tahun ke tahun mengalami peningkatan dan persentase tinggi yang signifikan. Meskipun tetap terdapat perbedaan signifikan antara negara di dunia terkhusus pada negara yang wilayah penduduknya umat beragama Islam. Ada beberapa kasus yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Kasus-kasus tersebut ada yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan dan sebaliknya, kasus yang tidak dapat dijatuhkan pada pengadilan.
Artikel jurnal ini juga membahas tentang Undang-undang Mesir tahun 1920 dan tahun 1929 telah menetapkan syarat-syarat bagi pengadilan agama untuk menjatuhkan talak. Syarat-syarat ini didasarkan pada ijtihad para ulama fikih karena tidak ada penjelasan yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang ini disusun berdasarkan prinsip untuk memberi kemudahan dalam urusan umat manusia, menjauhkan segala bentuk kesulitan, dan menyesuaikan dengan semangat syariat Islam yang mengandung ajaran toleransi.
Undang-undang No. 25 tahun 1920 menetapkan bahwa talak boleh dilakukan jika suami tidak mampu memberi nafkah dan terdapat cacat pada suami. Undang-undang No. 25 tahun 1929 menetapkan bahwa talak boleh dijatuhkan bila keberadaan suami dapat membahayakan jiwa istri, meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan, atau jika suami sedang menjalani hukuman penjara. Berikut ini, saya akan menjelaskan masing-masing alasan tersebut disertai butiran pasal yang berkaitan dengannya, kecuali talak karena cacat.
Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan, Sayyid Sabiq, Al-Fiqhu Al-Sunnah.
Pendahuluan
Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan penting yang sering terjadi di masyarakat, baik masyarakat muslim maupun non-muslim. Faktor yang menyebabkan perceraian berupa transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Perceraian tahun ke tahun mengalami peningkatan dan persentase tinggi yang signifikan. Meskipun tetap terdapat perbedaan signifikan antara negara di dunia terkhusus pada negara yang wilayah penduduknya umat beragama Islam. 
Perceraian berasal dari kata talak yang dikenal dengan Talaq dalam Islam. Secara bahasa, cerai artinya berpisah, melepaskan. Walaupun istilahnya pengecualian perkawinan dari pernyataan cerai atau dengan tetangga. Pernyataan cerai sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Syara' tidak datang untuk mengukuhkannya khusus untuk masyarakat ini, kaum Jahiliyyah memanfaatkannya untuk membebaskan tanggungan mereka, namun dibatasi maksimal tiga orang sekaligus.[footnoteRef:1] [1:  Qurrotul Ainiyah and Imam Muslih, “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia),” Jurnal Istiqro 6, no. 1 (2020): 73–81.] 

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa dalam Islam, hak talak diberikan hanya kepada suami karena laki-laki dianggap memiliki akal yang lebih baik dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi masalah rumah tangga. Hal ini memungkinkan suami untuk tidak terburu-buru menceraikan istri jika terjadi sesuatu. Sebaliknya, perempuan cenderung lebih cepat marah, bertindak terburu-buru, dan tidak siap menghadapi beban setelah perceraian.[footnoteRef:2]  [2:  Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga,” BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak 1, no. 1 (2016): 15–27.] 

Menurut Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan bahwa perceraian yang sah dilakukan oleh pasangan yang matang dan berakal budi. Jika suami sedang gila atau mabuk sehingga tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka talak tidak ada gunanya, seperti halnya menceraikan orang yang belum baligh. Ada beberapa kasus yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Kasus-kasus tersebut ada yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan dan sebaliknya, kasus yang tidak dapat dijatuhkan pada pengadilan.
Undang-undang Mesir tahun 1920 dan tahun 1929 telah menetapkan syarat-syarat bagi pengadilan agama untuk menjatuhkan talak. Syarat-syarat ini didasarkan pada ijtihad para ulama fikih karena tidak ada penjelasan yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang ini disusun berdasarkan prinsip untuk memberi kemudahan dalam urusan umat manusia, menjauhkan segala bentuk kesulitan, dan menyesuaikan dengan semangat syariat Islam yang mengandung ajaran toleransi.
Undang-undang No. 25 tahun 1920 menetapkan bahwa talak boleh dilakukan jika suami tidak mampu memberi nafkah dan terdapat cacat pada suami. Undang-undang No. 25 tahun 1929 menetapkan bahwa talak boleh dijatuhkan bila keberadaan suami dapat membahayakan jiwa istri, meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan, atau jika suami sedang menjalani hukuman penjara. Berikut ini, saya akan menjelaskan masing-masing alasan tersebut disertai butiran pasal yang berkaitan dengannya, kecuali talak karena cacat.
Pada hal ini, untuk memahami dinamika perceraian dengan lebih baik, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya lainnya yang memengaruhi keputusan perceraian serta dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis yang mendalam tentang perceraian di masyarakat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika perkawinan dan keluarga dalam konteks budaya yang beragam dan berkembang di wilayah ini. 
Tujuan dan ruang lingkup penulisan artikel ini untuk mengetahui tentang isu-isu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Mengetahui hukum-hukum perceraian, baik dari perspektif ulama fikih, hukum positif maupun hukum islam. Mengetahui lebih spesifik sebab dan hukum perceraian yang terjadi di negara muslim menurut perspektif Syeikh Sayyid Sabiq dalam kitab Al-Fiqhu Al-Sunnah. 
Metode 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode library research atau kepustakaan. Metode yang menggali, menelaah dan mencari berbagai sumber data dan informasi, baik berupa bacaan, literatur, jurnal dan buku. Mencari berbagai sumber yang berhubungan dengan perceraian, terlebih khususnya tentang perceraian yang dapat dijatuhkan dan diterima di pengadilan Ketika mengajukan sebuah gugatan perceraian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Perceraian Yang Dapat Dijatuhkan Di Pengadilan
Perceraian atau cerai juga dapat batal jika pasangan mengatakannya karena paksaan atau tidak atas kemauannya sendiri. Sayyid Sabiq kembali menjelaskan keabsahan talak yang diucapkan suaminya dalam keadaan marah. Dijelaskannya, ada tiga macam kemarahan, yaitu: 
a. Kemarahan yang begitu terkesima hingga tidak tahu apa yang diucapkannya. Dalam situasi ini, terjadi perbedaan pendapat mengenai tidak sahnya perceraian. 
b. Kemarahan yang pada dasarnya tidak membuat orang kehilangan kesadaran akan maksud ucapannya. Maka keadaan ini dianggap sah ketika ia menyatakan cerai. 
c. Situasinya sangat marah, tapi tidak masuk akal sama sekali. Jika berniat menceraikanwanita tersebut, maka talaknya sah,tetapi jika hanya sekedar iseng saja,ada pendapat ahli bahwa talak itu sah karenatalak itu tidak masalah, melainkan main-main.[footnoteRef:3] [3:  Wifa Lutfiani Tsani and Alfian Daha Wira Utama, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang,” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 16 (2022): 249–69.] 

Oleh karena itu, ada beberapa penjelasan berikut mengenai tentang permasalahan perceraian dan putusan pengadilan dalam menetapkan hukum perceraian yang dapat disahkan di pengadilan menurut perspektif ulama Sayyid Sabbiq dalam kitab beliau al-Fiqh al-Sunnah.

B. Perceraian Karena Tidak Memberi Nafkah
Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad membolehkan perceraian melalui keputusan pengadilan agama jika istri menuntut karena tidak diberi nafkah[footnoteRef:4], dan suami dalam kenyataannya tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.[footnoteRef:5] Beberapa surat dari Al-Qur’an yang menjadi sandaran yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 229 dan ayat 231 sebagaimana pada berikut ini : [4:  Nafkah yang dimaksudkan dalam masalah ini-adalah pemenuhan atas kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal meskipun dalam bentuk yang sederhana. Maksudnya, suami tidak bersedia memberi nafkah kepada istri baik untuik masa sekarang ataupun masa yang akan dating. Jika istri menuntut pemenuhan nafkah pada masa yang akan datang, maka Hakim tidak boleh memenuhi permintaan cerai yang diajukan seorang Perempuan (istri) disebabkan adanya tuntutan tersebut. Sebab tuntutan istri tersebut tidak perlu laksanakan. Karena itu menjadi tanggung jawab hutang yanq mesti dibayar oleh suami. Allah swt. berfirman,"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan" (Al-Baqarah (2) : 280)]  [5:  Jika memiliki harta simpanan, maka pasangan suami istri tidak boleh diceraikan dan nafkah mesti diberikan kepada istri.] 

1. Suami wajib menjaga dan mengurus istrinya dengan cara yang baik begitupun ketika menceraikannya dengan cara yang baik pula. Maksud dari menjaga disini yaitu memberikan nafkah kepada istri. Apabila tidak ada nafkah dari suami maka tidak menjalankan perintah dari ayat ini.
2. Larangan rujuk apabila terdapat niat untuk memberikan kemudharatan bagi istrinya sesuai pada maksud dari surat Al-Baqarah ayat 231.
3. Jika telah diakui bahwa pengadilan agama boleh menjatuhkan perceraian karena adanya cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri daripada cacat. Jadi, alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan talak.
Namun, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan talak disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, baik karena ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya atau karena adanya suatu sebab tertentu yang menghalanginya untuk memberi nafkah.[footnoteRef:6] Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Thalaq ayat 7 yang artinya, yaitu : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang kekurangan rezeki hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” [6:  Sayyid Sabiq, Kitab Al-Fiqhu Al-Sunnah Bab Thalaq, Cet. 3, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kitaab) hal. 288.] 

Imam az-Zuhri pernah ditanya tentang suami yang tidak mampu memberi nafkah istrinya, apakah mereka boleh diceraikan? Az-Zuhri menjawab, "Istri mesti bersabar dan memberi kesempatan kepada suami untuk mencari nafkah. Kedua pasangan tersebut tidak boleh diceraikan." Kemudian beliau membacakan ayat di atas.
Di antara sahabat, ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Namun, tidak pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah menceraikan seorang sahabat dari istrinya karena kemiskinan yang membuatnya tidak mampu memberi nafkah.
Istri-istri Rasulullah saw. pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah saw. yang tidak mampu beliau penuhi. Rasulullah saw. kemudian mengasingkan diri dari istri-istrinya selama sebulan sebagai hukuman terhadap mereka. Jika istri boleh dihukum karena menuntut sesuatu yang tidak dimiliki oleh suami, maka adalah suatu kezaliman jika istri menuntut perceraian ketika menghadapi kesulitan dalam masalah nafkah.
Para ulama berpendapat bahwa jika seorang suami yang mampu menafkahi istri tetapi enggan melakukannya, ia dianggap zalim. Cara mengatasi kezaliman ini bisa dengan menjual hartanya untuk diberikan sebagai nafkah kepada istri, atau dengan memenjarakan suami hingga ia bersedia menafkahi istrinya. Menjatuhkan talak tidak boleh dijadikan solusi utama selama masih ada cara lain untuk mengatasi kezaliman. Pengadilan agama tidak berhak menjatuhkan talak hanya karena tindakan zalim suami, mengingat talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Meskipun suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, pengadilan harus mencari cara lain selama memungkinkan. Namun, jika suami tergolong miskin dan tidak mampu memberi nafkah, ia tidak dianggap zalim karena Allah SWT tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.
Undang-undang tahun 1920 pasal 4 menyebutkan bahwa jika seorang suami enggan memberi nafkah kepada istrinya padahal ia memiliki harta simpanan, maka harta tersebut harus diberikan sebagai nafkah. Jika suami tidak memiliki harta dan tidak jelas apakah ia kaya atau miskin, tetapi tidak pernah memberi nafkah, pengadilan diperbolehkan menjatuhkan talak. Jika suami mengaku tidak mampu memberi nafkah tanpa bukti yang jelas, talak boleh dijatuhkan. Jika ketidakmampuannya terbukti, maka ia diberi waktu satu bulan untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah satu bulan ia masih tidak mampu, maka talak mesti dijatuhkan.
Undang-undang tahun 1920 pasal 5 menegaskan bahwa jika suami menghilang tetapi berada tidak terlalu jauh dan memiliki harta simpanan, harta tersebut boleh diambil untuk nafkah istri. Jika tidak memiliki harta, pengadilan boleh mengingatkan suami dan memberinya waktu. Jika suami tidak mengirimkan nafkah atau datang untuk memberikan nafkah setelah waktu yang ditentukan, pengadilan boleh menjatuhkan talak. Jika suami pergi ke tempat yang jauh dan tidak diketahui keberadaannya atau hilang tanpa harta simpanan, pengadilan diperbolehkan menjatuhkan talak. Hukum ini juga berlaku untuk suami yang dipenjara dan tidak mampu memberi nafkah.
Undang-undang tahun 1920 pasal 6 menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan bersifat raj'i, artinya suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada mantan istrinya selama masa 'iddah jika ia mampu dan bersedia memberi nafkah. Namun, jika ia tidak mampu atau tidak bersedia memberi nafkah, maka ia tidak boleh merujuk istrinya.

C. Perceraian Karena Memudharatkan Istri
Menurut Imam Malik, seorang istri berhak menuntut perceraian di pengadilan jika suaminya melakukan tindakan yang membahayakan dirinya hingga ia tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga. Tindakan-tindakan ini termasuk kekerasan fisik, verbal, atau memaksa istri melakukan perbuatan kemungkaran.[footnoteRef:7] Jika pernyataan istri dapat dibuktikan di pengadilan melalui kesaksiannya sendiri atau pengakuan suami, dan jika pengadilan melihat bahwa tidak ada cara lain untuk mendamaikan mereka, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak ba'in kepada istri. Namun, jika istri tidak dapat memberikan bukti atau suami tidak mengakui tuduhan tersebut, maka tuntutannya dapat ditolak dan dibatalkan.[footnoteRef:8] [7:  Imam Ahmad setuju dengan pendapat ini. Tapi Abu Hanifah dan Syafi’i menolaknya dan mereka mengatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan talak karena alasan memudharatkan. Karena perbuatan memudharatkan dapat diatasi dengan cara memberikan hukum ta'zir dan membolehkan istri untuk tidak menaati suaminya.]  [8:  Muhammad Nasiruddin al-Albani, “Terjemahan Al-Fiqhu Al-Sunnah Jilid 4,” n.d., hal. 72.] 

Jika seorang istri berulang kali mengajukan pengaduan dan memohon perceraian, tetapi pengadilan belum menemukan bukti yang cukup atas alasan yang diajukannya, pengadilan dapat menunjuk dua orang hakam (mediator). Kedua hakam ini haruslah pria yang adil, dewasa, dan mengenal baik pasangan tersebut serta mampu mendamaikan mereka. Lebih baik jika hakam berasal dari keluarga mereka sendiri, jika memungkinkan. Jika tidak, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai hakam.
Para hakam harus memahami sebab pertikaian antara suami dan istri dan berusaha mendamaikannya. Jika perdamaian tidak tercapai dan kesalahan terjadi pada kedua belah pihak atau masalah pokoknya tidak jelas, hakam boleh memutuskan perceraian dengan talak ba'in.[footnoteRef:9] Jika kesalahan berasal dari pihak istri, pasangan itu dipisahkan bukan dengan cara talak, tetapi dengan khulu'. Jika kedua hakam tidak sepakat mengenai penyebab perpecahan, pengadilan dapat mengarahkan hakam untuk memperbaiki hubungan suami-istri tersebut tanpa harus sampai pada perceraian. [9:  Abu Hanifah, Ahmad dan Syafii dalam salah satu pendapatnya mengemukakan bahwa hakam tidak berhak menjatuhkan talak, kecuali jika suami menyerahkan permasalahan ini kepada hakam tersebut. Akan tetapi, Malik dan Syafi’i berkata, "Jika menurut kedua hakam ada baiknya untuk diadakan ganti rugi (tebusan dari istri) atau tidak, maka itu juga dibolehkan. Jika keduanya menganggap agar suami melakukan khulu', itu juga dibolehkan. fika pihak keluarga suami melihat bahwa yang lebih baik adalah talak, maka talak mesti dijatuhkan tanpa perlu meminta izin dari suami. Hal ini berdasarkan atas anggapan bahwa kedua orang ini adalah sebagai hakam,bukan wakil.] 

Jika dua orang hakam yang ditunjuk oleh pengadilan tidak dapat menemukan solusi yang tepat untuk pasangan suami istri yang sedang berselisih, pengadilan dapat memerintahkan mereka untuk mengulangi usaha dalam mendamaikan pasangan tersebut. Jika hakam-hakam tersebut masih belum berhasil menemukan solusi, pengadilan berhak menunjuk orang lain untuk menggantikan tugas mereka. Kedua hakam yang baru ditunjuk wajib melaporkan kepada pengadilan solusi terbaik yang dapat mereka berikan untuk pasangan tersebut.
Pengadilan wajib untuk mempertimbangkan solusi yang telah diajukan kedua hakam tersebut. Dalam hal ini didasari pada firman Allah Swt. di Surat Al-Nisa ayat 35 yang artinya yaitu : "Dan jika kamu khautatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt. memberi taufik kepada suami-isteri itu.”
Allah Swt. juga berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya "Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf ntau menceraikan dengan cara yang baik" Maksud dari ayat di atas adalah apabila sudah mempertimbangkan bahwa keberlangsungan rumah tangga tidak lagi mungkin dilanjutkan, penting bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan tersebut dengan cara yang baik dan terhormat. Proses perceraian harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan kedua belah pihak serta memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi mereka dan juga bagi masyarakat sekitar. Prinsip-prinsip keadilan, rasa hormat, dan kebaikan harus dijunjung tinggi selama proses perceraian untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat.
Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh membalas perbuatan mudharat dengan mudharat.” 
Undang-undang No. 25 tahun 1929 pasal 6 menegaskan bahwa jika istri mengajukan tuntutan perceraian karena suaminya telah melakukan tindakan yang merugikan dirinya dan mengancam keberlangsungan rumah tangga, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan perceraian (talak ba'in) jika tindakan tersebut dapat dibuktikan dan tidak ada cara lain untuk mendamaikan pasangan tersebut. Namun, jika permintaan istri ditolak karena tindakan yang dia sebutkan tidak terbukti, pengadilan memiliki wewenang untuk mengutus dua orang hakim untuk memeriksa kasus tersebut lebih lanjut.
Proses ini menunjukkan bahwa pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam menangani permintaan perceraian dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat serta mempertimbangkan kesejahteraan kedua belah pihak.
Pasal 7 menyebutkan, "Hakam disyaratkan terdiri dari dua orang laki-laki yang memiliki sifat adil yang berasal dari keluarga suami dan keluarga istri, jika memungkinkan. jika tidak, maka yang diangkat menjadi hakam boleh orang lain yang mengetahui dengan baik keadaan suami istri dan mampu mendamaikan”
Pasal 8 menegaskan, "Kedua hakam wajib mengkaji berbagai penyebab perselisihan antara suami istri terlebih dahulu dan berusaha untuk memberi solusi. Jika mereka mendapatkan solusi yang baik, mereka mesti memutuskannya dengan cara yang terbaik”
Pasal 9 menyatakan, "Jika kedua hakam tidak mampu mencari solusi yang terbaik (damai) karena kesalahan dari pihak suami atau dari kedua belah pihak, atau puncak masalah tidak diketahui secara pasti, maka mereka boleh menjatuhkan talak dengan satu kali talak”
Pasal 10 menyebutkan, "Jika kedua hakam berbeda pendapat tentang sebab perselisihan dan cara penyelesaian yang terbaik, maka pengadilan berhak memerintahkan mereka mengulangi kembali kajian mereka. Jika ternyata antara kedua hakam tersebut masih berbeda pendapat, maka pengadilan mesti mengangkat orang lain sebagai hakam.
Pasal 11 menegaskan, "Kedua hakam diwajibkan mengajukan solusi terbaik kepada pengadilan dan pengadilan wajib memutuskan sesuai dengan keputusan tersebut".

D. Perceraian Karena Suami Pergi
Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa talak dapat diberlakukan jika suami meninggalkan istri tanpa sepengetahuannya.[footnoteRef:10] Ini dimaksudkan untuk melindungi istri dari kemungkinan penderitaan yang dapat dialaminya. Oleh karena itu, istri memiliki hak untuk mengajukan talak jika suami pergi meninggalkannya, bahkan jika suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan beberapa syarat: [10:  Imam Malik berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dianggap sebagai talak ba'in, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai fasakh.] 

1. Suami pergi meninggalkan istri tanpa alasan yang dapat diterima.
2. Kepergiannya bertujuan untuk menyakiti istri.
3. Suami pergi ke negara lain dengan niat menetap di sana.
4. Suami pergi selama lebih dari satu tahun dan istri merasa terganggu.
Jika suami pergi dari istri dengan alasan yang dapat diterima, seperti untuk menuntut ilmu, berdagang, atau melaksanakan tugas dari instansi tempat dia bekerja, maka dalam situasi seperti itu, istri tidak berhak meminta cerai. Demikian juga, jika kepergian suami masih dalam satu wilayah atau negara, istri tidak diperbolehkan untuk mengajukan cerai. Namun, istri memiliki hak untuk meminta talak jika dia mengalami kesulitan karena suaminya tinggal terpisah dengannya, meskipun suami tidak meninggalkannya.
Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak meminta talak setelah satu tahun berlalu, karena dalam periode tersebut istri mungkin mengalami kesulitan dan merasa kesepian, yang dapat mengarahkan dia pada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masa menunggu bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya adalah tiga tahun.
Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dapat mengajukan tuntutan talak setelah suaminya meninggalkannya selama enam bulan. Masa enam bulan tersebut dianggap sebagai periode yang cukup bagi seorang wanita untuk bersabar dalam situasi ditinggalkan oleh suaminya, seperti yang dijelaskan sebelumnya dan didasarkan pada jawaban Hafsah terhadap pertanyaan Khalifah Umar.
E. Perceraian Karena Suami Dipenjara
Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, talak dapat diberlakukan ketika suami dipenjara. Penahanan suami dapat menyebabkan kesulitan bagi istri karena terpisah jauh dari suaminya. Jika suami dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun atau lebih, dan keputusan hukum ini sudah ditetapkan dan suami telah menjalani hukuman tersebut selama satu tahun atau lebih, maka istri berhak untuk mengajukan tuntutan talak kepada pengadilan karena kesulitan yang dialaminya akibat berpisah dengan suaminya. Jika status penahanan suami sudah terbukti, pengadilan dapat menjatuhkan talak berdasarkan pandangan Imam Malik. Sementara itu, Imam Ahmad berpendapat bahwa keputusan pengadilan dalam kasus ini disebut fasakh.
Ibnu Taimiyyah menyatakan, "Hal yang sama berlaku bagi istri yang suaminya ditahan, dipenjara, dan situasi serupa lainnya, karena istri tidak dapat melakukan hubungan intim dengan suaminya. Hal ini memiliki hukum yang sama dengan istri yang hilang. Hal ini disepakati menurut ijma."
Menurut undang-undang tahun 1929 pasal 12, jika suami meninggalkan istri selama satu tahun atau lebih tanpa alasan yang dapat diterima, maka istri berhak mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk mendapatkan talak, terutama jika ia merasa kesulitan karena terpisah jauh dari suaminya, meskipun suaminya memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Undang-undang tahun 1929 pasal 13 menegaskan bahwa jika memungkinkan untuk mengirim surat kepada suami yang meninggalkan istri, maka pengadilan harus memberikan waktu dan pemberitahuan kepadanya bahwa dia akan ditalak dari istrinya jika tidak mau kembali atau membawa istri pindah bersamanya atau menalaknya. Jika waktu yang diberikan telah berakhir tanpa suami mematuhi perintah pengadilan tanpa alasan yang dapat diterima, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak. Jika surat tidak dapat sampai ke suami yang meninggalkan istrinya, pengadilan dapat memberikan talak tanpa pemberitahuan dan waktu lebih lanjut.
Undang-undang tahun 1929 pasal 13 juga menetapkan bahwa istri yang suaminya dipenjara selama tiga tahun atau lebih dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk mendapatkan talak setelah suaminya menjalani hukuman selama satu tahun. Hal ini disebabkan kondisi tersebut menyulitkan istri, meskipun suaminya memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesimpulan 
Perceraian yang dapat diterima pada pengadilan terutama negara Mesir yaitu pada kasus-kasus rumah tangga, yaitu suami yang tidak menafkahi istrinya, suami yang memudharatkan istrinya, suami yang disebabkan pergi dalam beberapa alasan lainnya, suami yang dipenjara dan lainnya sesuai yang dijelaskan pada kitab al-Fiqhu al-Sunnah yang merupakan karya dari syeikh Sayyid Sabiq.
Undang-undang Mesir tahun 1920 dan tahun 1929 telah menetapkan syarat-syarat bagi pengadilan agama untuk menjatuhkan talak. Syarat-syarat ini didasarkan pada ijtihad para ulama fikih karena tidak ada penjelasan yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang ini disusun berdasarkan prinsip untuk memberi kemudahan dalam urusan umat manusia, menjauhkan segala bentuk kesulitan, dan menyesuaikan dengan semangat syariat Islam yang mengandung ajaran toleransi.
Undang-undang No. 25 tahun 1920 menetapkan bahwa talak boleh dilakukan jika suami tidak mampu memberi nafkah dan terdapat cacat pada suami. Undang-undang No. 25 tahun 1929 menetapkan bahwa talak boleh dijatuhkan bila keberadaan suami dapat membahayakan jiwa istri, meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan, atau jika suami sedang menjalani hukuman penjara.
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